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Pctunjuk Pe!aksanaan Penyelenggaraan SPIP inl menjadi 
pedoman yang berlaku secara menyeluruh dalam penyclcnggaraan 
urusan pemerintahan daerah lingkup Pemerintah• Ka bu paten Bone. 

BUPATI BONE, 

A. FAHSAR M. PADJALANGI 



... ,. 

Pclaksanaan dan Pengendalian Penerapan ,SPIP dilakukan 
secara berjenjang berdasarkan tingkatan dalam 
Penyelenggaraan SPIP, yaitu Tingkat Pemerintah Daerah, 
Tingkat Pcrangkat Daerah, dan Tingkat Kegiatan. 
Pelaksanaan dan Pengendalian Penerapan SPIP sepenuhnya 
mengacu padli Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Tenn Of 
Reference (TOR) Penerapan SPIP yang telah ditetapkan. 
Terhadap pelaksanaan pencrapan SPIP, lnspektorat Daerah 
wajib melaksanakan pengawasan intern untuk memperkuat 
dan menunjang efektifitas penyelenggaraan $PIP serta 
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris 
Oaerah. Pengawasan intern oleh lnspektorat Daerah meliputi 
audit, rcviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan 
Iainnya. 

3. Tahap Pelaporan dan Evaluasi 
Tahap Pelaporan dan Evaluasi adalah tahapan dimana hasil 
pelaksanaan Desain Penerapan SPIP dilaporkan dan 
dievaluasi dengan mekanisme sebagai bcrikut: 
a. Pada Tingkat Kegiatan, Pelaksana Teknis Kegiatan 

membuat laporan secara bcrkala (setiap bulan) atas 
pelaksanaan Oesain Pcnerapan SPIP untuk disampaikan 
dan dievaluasi oleh Satgas SPIP tingkat Perangkat Oaerah; 

b. Pada Tingkat Pcrangkat Daerah, Satgas SPIP membuat 
laporan secara bcrkala (setiap triwulan) atas pelaksanaan 
Desain Penerapan SPIP untuk disampaikan dan dievaluasi 
oleh Tim Satgas SPIP tingkat Pemerintah Oaerah; 

c. Pada Tingkat Pemerintah Daerah, Tim Satgas SPIP 
membuat laporan dan evaluasi secara berka\a (setiap 
semester) atas pelaksanaan Oesain Penerapan SPIP 
sebagai Laporan Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP, 
untuk disampaikan kepada Pcnanggung Jawab 
Penyelenggaraan SPIP Tingkat pemerintah Oaerah; 

d. Laporan Hasil Penye!enggaraan SPIP tingkat Pemerintah 
Oaerah oleh Pcnanggung Jawab disampaikan kepada 
Pengarah dan Pembina Penyelenggaraan SPIP. 

e. Laporan Hasil Penyelenggaraan SPIP tingkat Pemerintah 
Oaerah menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan untuk 
pcngembangan dan penyempumaan atas penyelenggaraan 
SPIP secara bcrkelanjutan. 



b. Menyelenggarakan implementasi SPIP pad a Tingkat 
Kegiatan; dan ,. Menyelenggerakan pengembangan SPi:P pada Tingkat 
Kegiatan. 

B. Tata Kerj1. 

Tata kerja yang ditetapkan dalam rangka penerapan $PIP pada 
Pemerintah Dacrah mcliputi tahapan sebagai bcrikut : 

1. Tahap Per"t?ncanaan 
Tahap Perencanaan adalah tahapan dimana rencana 
penerapan SPIP pada Pemerintah Daerah dirancang dan 
ditetapkan serta dilakukan dengan mekanisme scbagai 
berikut: 
a. Penanggung Jawab bersama Tim Satgas SPIP Tingkat 

Pcmerintah Daerah menyusun Kerangka Acuan Kerja 
(KAK) atau Tenn Of Referenoo (TOR) Penerapan SPIP 
bcrdasarkan tahapan pembangunan dan pengembangan 
SPIP serta pengintegrasian unsur SPIP kc dalam proses 
manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, 
sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya; 
Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Tenn Of 
Reference (TOR) Pcncrapan SPIP, meliputi : ruang !ingkup, 
jadwal waktu pe!aksanaan, SDM, dan pembiayaan, 
tcnnasuk segala hal yang tcrkait dengan penyclenggaraan 
SPIP. 

b. Kerangka Acuan Kerja (KAK) a tau Tenn Of Reference (l'OR) 
Pencrapan SPIP diajukan kcpada Pengarah dan Pembina 
Satgas SPIP, untuk disetujui dan ditetapkan dcngan 
Kcputusan Kcpa]a Daerah. 

c. Tim Satgas SPIP Tingkat Pemerintah Dacrah mcnyusun 
Desa.in Penerapan $PIP scbagai petunjuk teknis 
penyelenggaraan SPIP berdasarkan KAK./TOR Pcncrapan 
SPIP, tcrmasuk di dalamnya seluruh instrumen yang akan 
digunakan dalam pengintcgrasian unsur SPIP kc dalam 
proses manajemen penyelcnggaraan pemerintahan 
daerah. 

2. Tahap Pelaksanaan dan Pengendalian 
Tahap Pelaksanaan dan Pcngendalian adalah tahapan dimana 
Desain Pcncrapan SPJP pada Pemerintah Daerah akan 
dilaksanakan dan dikendalikan un� tetap pada jalumya 
serta dalam rangka percepatan dan/atau pem:cgahan 
kegagalan penerapan SPIP. 
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StruktuT Organisasi Satuan Togas Penyelenggaraan SPIP pada 
Tingkat Perangkat Daerah : 

a. Penanggung Jawab 
b. Ketua 
c. Sekretaris 
d. Anggota 

Satgas SPIP tingkat Pemerintah Oaerah bekerja dalam 
periode dua tahun anggaran dan dapat diperpanjang sesuai 
dengan kebutuhan. 
Susunan dan keanggotaan Satgas SPIP tersebut ditetapkan 
dengan Surat Keputusan Pimpinan Perangkat Daerah. 

Kewenangan dan tanggung jawab pada masing·masing 
struktur sebagai berikut: 
a. Penanggung Jawab adalah Pimpinan Perangkat Daerah 

yang bertanggung jawab secara umum atas 
penyelenggaraan SPIP pada Perangkat Daerah. 

b. Ketua Satuan Tugas SPIP adalah Sekretaris Perangkat 
Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai 
penanggung jawab dan koordinator pelaksanaan tugas 
implementasi SPJP dan seluruh aktivitas penyelenggaraan 
SPIP pada perangkat daerah; 

c. Sekretaris Satuan Tugas SPIP adalah pejabat perangkat 
daerah yang ditunjuk oleh pimpinan pcrangkat daerah 
dan mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab 
administrasi pelaksanaan tugas implementasi SPIP dan 
seluruh aktivitas penyelenggaraan SPIP pada perangkat 
daerah; 

g. Anggota Satuan'lugas SP!Padalah pejabat/staf perangkat 
daerah yang ditunjuk oleh pimpinan perangkat daerah 
dan mempunyai fungsi sebagai unsur pelaksana 
implementasi SPIP dan seluruh aktivitas penyelenggaraan 
SPIP pada perangkat daerah. 

3. Tingkat Kegiatan 
Penyelenggaraan SPIP pada Tingkat Kegiatan dilaksanakan 
oleh Setiap Pelaksana Teknis Kegiatan pada Perangkat 
Daerah yang bertanggung jawab secara teknis dalam 
perencanaan, pelaksanaan, hingga pe\aporan hasil kegiatan. 

Tugas Pokok Satgas SPIP pada Tingkat Pcrangkat Daerah 
meliputi: 
a. Menyelenggarakan pembangunan SPIP pada Tingkat 

Kegia.tan; 
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Kewenangan dan tanggung jawab pad� ·masing-masing 
struktur organisasi scbagai berikut : 
a. Pembina adalah Kepala Daerah yang berperan atas 

pembinaan sccara umum atas penyelenggaraan SPIP; 
b. Pengarah adalah Wakil Kepala Daerah yang berperan atas 

pengarahan dan pemantauan secara umum atas 
penyelenggaraan SPIP; 

c. Penanggung Jawab adalah Sekretaris Daerah yang 
bertanggung jawab secara umum atas penyelenggaraan 
SPIP; 

d. Ketua dan Wakil Ketua Tim Satgas SPIP adalah Pejabat 
Oaerah yang ditunjuk o!eh Kepala Daerah berdasarkan 
pertimbangan tugas dan fungsi jabatan masing-masing, 
dan mempunyai tugas scbagai penanggung jawab dan 
koordinator pelaksanaan tugas implementasi SPIP dan 
scluruh aktivitas penyelenggaraan SPIP; 

e. Sckretariat Tim Satgas SPIP adalah Pejabat Daerah yang 
ditunjuk oleh Kepala Oaerah dan mempunyai fungsi 
sebaga1 Pembantu Tim Satgas SPIP dalam ha\ administrasi 
pelaksanaan tugas implementasi SPIP dan scluruh 
aktivitas penyelenggaraan SPIP; dan 

f. Anggota Tim Satgas SPIP adalah Pcjabat Oaerah yang 
ditunjuk oleh Kepala Dacrah berdasarkan pertimbangan 
tugas dan fungsi jabatan masing-masing, dan mempunyai 
fungsi sebagai unsur pelaksana dalam pelaksanaan tugas 
implementasi SPIP dan seluruh aktivitas penyelenggaraan 
SPIP. 

2. T'ingkat Perangkat Daerah 
Penyelcnggaraan SPIP pada Tingkat Perangkat Daerah 
dilaksanakan oleh satuan tugas SPIP pada Perangkat Dacrah 
yang dibentuk atas pertimbangan jabatan dan kompetensi 
yang dibutuhkan dalam penerapan SPIP. 
Tugas Pokok Satgas SPIP pada Tingkat Perangkat Daerah 
meliputi: 
a. Menyiapkan rancangan dcsain penyelcnggaraan SPIP 

pada Tingkat Pcrangkat Dacrah dan Tingkat Kcgiatan; 
b. Mcnyelenggarakan pembangunan SPIP pada Tingkat 

Perangkat Daerah; 
c. Menyclenggarakan implemcntasi SPIP pada Tingkat 

Perangkat Daerah; 
d. Menyelenggarakan pengcmbangan SPIP pada Tingkat 

Pcrangkat Dacrah; dan 
e. Mcnyeknggarakan pembinaan · SPIP pada Tingkat 

Pcra:npat Daerah; 
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1. Tingkat Pemerintah Da.erah 
' 

Penyelenggaraan SPIP pada Tingkat Pemerintah Daerah 
dilaksanakan o!eh satuan tugas yang disebut sebagai 
Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah 
(Satgas SPIP). 
Tugas Pokok Satgas $PIP pada tingkat Pemerintah Daerah, 
meliputi : 
a. Menyiapkan rancangan desain penyelenggaraan SPIP 

Pemerintah Daerah secara keseluruhan; 
b. Menyelenggarakan pembangunan $PIP pada Tingkat 

Pemerintah Daerah; 
c. Menyelenggarakan Implementasr SPIP pada Tingkat 

Pemerintah Daerah; 
d. Menyelenggarakan pengembangan SPJP pada Tingkat 

Pemenntah Daerah; dan 
e. Menyelenggarakan pembinaan SPIP pada Tingkat 

Pemcrintah Dacrah; 

Struktur Organisasi Satuan Tugas Pcnyelenggaraan SPIP pada 
Tingkat Pcmcrintah Daerah : 

a. Pembina 
b. Pcngarah 
c. PcnanggungJawab 
d. Kctua Tim Satgas SPIP 
c. Waki\ Ketua Tim Satgas SPIP sclaku : 

l} Koordinator Pcngcndalian Perencanaan 
2) Koordinator Pengcndalian Pcnganggaran 
3) Koordinator Pcngcndalian Pelaksanaan Anggaran 
4) Koordinator Pcngendalian Pelaporan 
5) Koordinator Pcngendalian Monitoring dan Evaluasi 

f. Sckrctariat Tim Satgas SPIP : 
I) Sckrctaris Tim Pclaksana Harian 
2) Anggota Tim Sekretariat 

g. Anggota Tim Satgas SPIP : 
I) Pengcndalian Pcrcncanaan 
2) Pengcndalian Penganggaran 
3) Pcngcndalian Pclaksanaan Anggaran 
4) Pengcndalian Pclaporan 
SJ Pcngcndalian Monitoring dan Evaluasi 

Satgas $PIP tingkat Pcmerintah Daerah bekerja dalam 
pcriode dua tahun anggaran dan dapat dipcrpanjang sesuai 
dengan kebutuhan. 
Susman da.n keanggota.M Sargas SPIP terscbut ditctapkan 
dengan Swat Kep1n,san Ktpa!a Daerah. 
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5) Ametopan tnstrumerc yang Digunakan dan Tata Gara. 
Penggunaannya 
La.ngkah pada tahapan ini merupakan penetapan 
lnstrumen yang akan digunakan dalam pengintegrasian 
SPIP berikut tata cara pcnggunaannya berdasarkan 
pada langkah·langkah sebelumnya, khususnya pada 
langkah pcnctapan prioritas pcngendalian dan besamya 
alokasi anggaran. 

4. Pengendalian pada Setiap Tingkatan dalam Monitoring dan 
Evaluasi 
Penetapan pcngendali sebagai subjek pengendalian dapat 
dibuatkan daftar uji (check /is� scbagai berikut: 
5) Penetapan Kepala Daerah sebagai pengendali umum 

proses monitoring dan evaluasi sccara keseluruhan di 
tingkat pemerintah daerah. 

6) Penetapan Pimpinan Perangkat Oaerah/Unit Kerja 
sebagai pengendali proses monitoring dan evaluasi di 
instansinya masing-masing. 

7) Penetapan pcjabat yang dibcrikan kewenangan dan 
tanggung jawab sebagai pengcndali keterkaitan dan 
integrasi dalam monitoring dan evaluasi yang meliputi 
seluruh tingkatan monitoring dan evaluasi. 

8) Penetapan pejabat yang mendapatkan delegasi 
kewenangan dan tanggung jawab sebagai pengendali 
umum proses monitoring dan evaluasi secara kese\uruhan 
(iika terdapat pelimpahan kewenangan). 

5. Proses Pengendalian Terhadap Titik Perhatian Monitoring dan 
Eualuasi 
Proses pengendalian dalam kegiatan monitoring dan evaluasi 
dapat dibuatkan daftar uji (check /isQ, sebagai berikut: 
l] Penetapan kebijakan pengendalian dalam proses 

monitoring dan evaluasi oleh Kepala Daerah. 
2) Penetapan kebijakan ukuran dan penilaian kinerja dalam 

proses monitoring dan evaluasi oleh Kepala Daerah. 

BAB IV 
OROANISASI DAN TATA KERJA 

A. Strulrtur Org.nisas.l 

Dalam rangka penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah 
Daerah, diperlukan pengorganisasian dalam pelaksanaannya 
berdasarka.n tingkatan dala.m pemerintahan daerah. 
?.::ngorganisa.sian penydenggaraan SP1P pad.a Pemerintah Daerah 
dibagi daJam tiga tn:"r,&Jkatan, yaiw Tingkal Pcmcrintah Daerah, 
Tingkat Penn.gk:at Daerah., dan lmgat Kepn.an 
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2) Penetapan Titik Perhatian Prioritas Pengendalian pada 
Setiap Tingkatan da/am. Monitoring dan �ll<lluasi 

Memperhatikan langkah-langkah secara umum di atas, 
maka pada langkah-langkah pengintegrasian yang harus 
dilakukan dalam proses monitoring dan evaluasi adalah 
dengan membuat prioritas pengendalian dengan 
mengidentifikasi titik-titik dari setiap proses monitoring 
dan evaluasi yang memerlukan pengendalian pada setiap 
tingkatan, baik pada tingkat pemerintah daerah, 
perangkat daerah, maupun kegiatan. 
Titik-titik dari setiap proses monitoring dan evaluasi yang 
memerlukan perhatian/pengendalian antara lain adalah; 
a. Kesesuaian antara jadwal yang direncanakan dan 

reallsasi pclaksanaan dari setiap proses manajemen 
pemerintahan daerah; 

b. Kesesuaian antara hasil yang disajikan dari realisasi 
pelaksanaan proses manajemen pemerintahan daerah 
dengan standar/kriteria berdasarkan pcraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

3) /dentjfikasi Instrum.en Pengendalian pada Setiap 
TI"ngkatan dalam Momtonng dan Evaluasi 
Penetapan prioritas pengendalian pada Iangkah sebelumnya 
memerlukan suatu instrumen untuk dapet dioperasionalkan. 
Untuk itu pada tahap ini langkah yang perlu dilakukan 
adalah dengan mengidentifikasikan instrumen-instrumen 
yang diperlukan dalam mengintegrasikan SPIP ke dala.m 
proses monitoring dan evaluasi, yaitu ; 
a. Identifikasi instrumen pengendalian terhadap proses 

monitoring dan evaluasi yang tidak mcmerlukan 
pembiayaan tersendiri untuk diterapkan pada tingkat 
pemcrintah dacrah, perangkat daerah, atau kegiatan; 
dan 

b. ldentifikasi instrumen pengendalian terhadap proses 
monitoring dan evaluasi yang memerlukan 
pcmbiayaan tcrscndiri untuk diterapkan pada tingkat 
pemerintah daerah, perangkat daerah, atau kegiatan. 

4) Penetapan A/okasi Anggaran yang diperlukan da/am 
Pengintegrasian SPIP ke dalam Proses Monitoring dan 
Evaluasi 
Besaran anggaran dan sumber dana yang dipcrlukan 
pada pengintcgrasian lill sangat bergantung pada 
langkah-langkah sebelwnnya dan disesu.aikan dengan 
kondisi keuangan daerah masing-masing. 
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2. Tuju:an Pengendalian b1temdalam Monitoring dan Evaluasi 
Tujuan pengendalian intern pad a proses, monitoring dan 
evaluasi adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai 
bahwa: 

I) terdapat kesesuaian antara perencanaan dengan 
pelaksanaan hingga pelaporan atas penyelenggaraan 
urusan pemerintahan daerah; 

m) proses penyelenggaraan pemerintahan daerah mulai dari 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga 
pelaporan te\ah memperhatikan aspek efisiensi, efektifitas, 
dan ekonomis dengan mematuhi peraturan perundangan 
yang berlaku; 

n) terdapat solusi terhadap 
hambatan yang ditemui 
penyempumaan dalam proses pencapaian tujuan; 

o) ada upaya pencegahan atas kegagalan dan percepatan 
keberhasilan pencapaian tujuan. 

3. Langkah-Lartgkah lntegrasi Unsur SPJP dalam Monitoring dart 
Eualuasi 
Proses integrasi ini pada tahapan ini, meliputi langkah- 
\angkah sebagai berikut : 

1) Jdentifikasi lnfrastruktu.r SPJP dalam Proses Kegiatan 
Monitoring dart Eualua.si 
Pengintegrasian infrastruktur dalam proses kegiatan 
monitoring dan evaluasi secara umum mengikuti 
langkah-Iangkah umum yang telah disajikan di atas, 
khususnya infrastruktur yang hanya digunakan o\eh 
satu proses monitoring dan evaluasi, baik pada tingkatan 
pemerintah daerah, perangkat daerah, atau kegiatan. 
Secara spesifik, maka langkah-Jangkah minimal yang 
dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 
a. ldentifikasi ketersediaan peraturan perundang- 

undangan daerah berkaitan dengan proses monitoring 
dan eva\uasi (Perda, Peraturan Kepala Daerah) yang 
tidak bertentangan dengan peraturan perundang 
-undangan di atasnya serta sesuai dengan kebutuhan 
daerah; 

b. Idenufikasi ketersediaan perangkat keras dan lunak 
berkaitan dengan proses monitoring dan evaluasi, 
baik yang bersifat teknis maupun admi.nistratif; 

c. ldentifikasi ketersccliaan sumber daya manusia 
bcrlca.itan dengan proses monitoring d.an evaluasi; dan 

d. kieorifika:si ktunmiaa.n unS1.u--un51Jr SPIP dalam 
µo.ses k:egiaam rmia...ing clan en!ua.si.. 

setiap pennasalahan dan 
untuk pengembangan/ 
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5. Proses Pengendalian Terhadap Titik Perhatian Pelaporan 
Proses pengendalian dalam kegiatan • J1elaporan dapat 
dibuatkan daftar uji (check list), sebagai berikut : 
1) Penetapan kebijakan pengendalian dalam proses 

pelaporan oleh Kepala Oaerah. 
2) Penetapan kebijakan ukuran dan penilaian kinerja dalam 

proses pelaporan oleh Kepala Oaerah. 

E. lntegrasi Unsur SPIP dalam Monitoring dan Evaluasi 

Proses monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari siklus 
manajemen pemerintahan daerah sangat berkaitan dengan 
pengambilan keputusan dalam strategi pencapaian tujuan. 
Proses Monitoring dan evaluasi memberikan informasi tertentu 
dalam rangka percepatan dan/atau mencegah kegagalan 
pencapaian hastl/tujuan yang telah ditetapkan. 
Proses ini terkait erat dengan salah satu unsur SPIP, yaitu unsur 
Pemantauan. Namun yang dibicarakan dalam tahapan ini 
terutama adalah bagaimana mengintegrasikan antara proses 
pengendalian intern (terutama unsur Pemantauan) dengan 
proses monitoring dan evaluasi yang berjalan dalam sistem 
penyclenggaraan pemerintahan daerah. 

1. Tingkatan dalam. Monitonng dan Evaluasi 
Oalam proses manajemen pemerintahan daerah, proses 
monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan melalui dua 
tingkatan, yaitu proses monev pada tingkat perangkat 
daerah/unit kerja dan proses monev pada tingkat pemerintah 
daerah. Oalam pelaksanaannya, kedua proses ini dilakukan 
dalam satu sistem monitoring dan evaluasi secara periodik 
dalam satu tahun anggaran dengan mengacu pada dokumen 
perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan serta 
pelaporan hasil pelaksanaan anggaran atas 
program/kegiatan. 
Produk hasil monev pada tingkat pemerintah daerah bersifat 
strategis dan merupakan kcrnpilaer hasil monev pada tingkat 
perangkat daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh 
beberapa pejabat dan perangkat daerah yang ditunjuk untuk 
mengkoordinasikan monev tingkatan ini. 
Pada tingkat perangkat daerah, preses monitoring dan 
evaluasi bersifat khusus sesuai dengan karakteristik 
kewenangan urusan pemerintahan yang ditangani oleh 
masing-masing perangkat daerah/unit kerja. Proses monev 
pada tingkatan ini dilaksanakan oleh pejabat/unit kerja yang 
memiliki tuga.s dan fungsi monitoring dan evaluasi. 
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3) Identifikasi Instrumen Pengendalian pada Setiap 
llngkatan dalam Pe/aporan 
Penetapan prioritas pcngcndalian pada la.ngkah sebclumnya 
memerlukan suatu instrumen untuk dapat diopcmsionalkan. 
Untuk itu pa.da taha!) ini langkah yang pcrlu dilakukan 
adalah dengan mengidentifikasikan instnunen-instrumen 
yang diperlukan dalam mengintegrasikan SPIP ke dalarn 
proses pelaporan, yaitu : 
a. ldentifikasi instrumen pcngendali'an terhadap proses 

pclaporan yang tidak memcrlukan pembiayaan 
tersendiri untuk ditcrapkan pada tingkat pemcrintah 
daerah, perangkat daerah, atau kcgiatan; dan 

b. ldentifikasi instrumcn pengcndalian terhadap proses 
pclaporan yang mcmcrlukan pcmbiayaan tersendiri 
untuk ditcrapkan pada tingkat pcmerintah dacrah, 
pcrangkat daerah, atau kcgiatan. 

4) Penetapan Alokasi Anggaran yang diperlukan dalam 
Pengintegrasian SPIP ke dalam Proses Pelaporan 
Besaran anggaran dan sumbcr dana yang dipcrlukan 
pada pengintegrasian 1n1 sangat bergantung pada 
langkah-langkah sebclumnya dan discsuaikan dcngan 
kondisi keuangan daerah masing-masing. 

5) Penetapan Instrumen yang Digunakan dan Tata Cora 
Penggunaannya 
Langkah pada tahapan ini mcrupakan pcnctapan 
lnstrumcn yang akan digunakan dalam pengintcgrasian 
SPIP bcrikut tata cara penggunaannya bcrdasarkan 
pada langkah-langkah sebclumnya, khususnya pada 
langkah penctapan prioritas pengcndalian dan bcsarnya 
alokasi anggaran. 

4. Pengendalianpada Setiap Tingkatan da/am Pe/aporan 
Penctapan pcngcndali sebagai subjck pcngendalian dapat 
dibualkan daftar uji (check /isl) scbagai berikut: 
I) Penetapan Kcpala Oaerah sebagai pcngendali umum 

proses pclaporan sccara kese\uruhan di · tingkat 
pcmcrintah dacrah. 

2) Penctapan Pimpinan Perangkat Oacrah/Unit Kerja 
sebagai pcngendali proses pelaporan di instansinya 
masing-masing. 

3) Penetapan pcjabat yang diberikan kcwenangan dan 
tanggung jawab scbagai pcngcndali keterkaitan dan 
integrasi dalam pelaporan yang mcliputi seluruh tingkatan 
pclaporan. · 

4) Penctapan pcjabat yang mcndapatkan delcgasi 
kcwenangan dan tanggung jawab sebagai pcngendali 
umum proses pelaporan secara keseluruhan ijika terdapat 
pclimpahan kcwcnangan). 
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1) Identijikasi Infrastruktur SPIP dalam Proses Kegiatan 
Pe/apon>n 

• 
Pengintegrasian infrastruktur dalam proses kegiatan 
pelaporan atas program/kegiatan secara umum 
mengikuti langkah·langkah umum yang telah disajikan 
di atas, khususnya infrastruktur yang hanya digunakan 
oleh satu proses pelaporan, baik pada tingkatan 
pemerintah daerah, perangkat daerah, _a.tau kegiatan. 
Secara spesifik, maka langkah-langkah minimal yang 
dapat dilakukan adalah sebagai berikut ; 
a. Identifikasi ketersediaan peraturan perundang· 

undangan daerah berkaitan dengan proses pelaporan 
(Perda, Pcraturan Kepala Daerah) yang tidak 
bertentangan dengan peraturan perundang 
-undangan di atasnya serta sesuai dengan kebutuhan 
daerah; 

b. Identifikasi ketersediaan perangkat keras dan lunak 
berkaitan dengan proses pelaporan, baik yang 
bersifat teknis maupun administratif; 

c. ldentifikasi ketersediaan sumber daya manusia 
berkaitan dengan proses pelaporan; dan 

d. ldentifikasi ketersediaan unsur-unsur SPIP dalam 
proses kegiatan pelaporan. 

2) Penetapan Titik Perhatian Prioritas Pengendalian pada 
Setiap Tingkatan dalam Pelaporan 
Memperhatikan langkah-langkah secara umum di atas, 
maka pada langkah-langkah pengintegrasian yang harus 
dilakukan dalam proses pelaporan adalah dengan 
membuat prioritas pengendalian dengan mengidentifikasi 
titik-titik dari setiap proses pelaporan yang memerlukan 
pengendalian pada setiap tingkatan, baik pada tingkat 
pemerintah daerah, perangkat daerah, maupun kegiatan. 
Titik-titik dari setiap proses pelaporan yang memerlukan 
perhatian/pengendalian antara lain adalah: 
a. Kesesuaian antara data dan informasi yang dilaporkan 

dengan kondisi faktual dari basil pelaksanaan 
anggaran program/kcgiatan serta mengacu pada 
dokumen perencanaan baik pada tingkat pemerintah 
daerah maupun tingkat perangkat daerah; 

b. Kesesuaian antara Japoran yang disajikan dengan 
standar pelaporan berdasarkan peraturan perundang· 
undangan yang ber!aku; dan 

c. Kesesuaian antara waktu pelapciran dcngan proses 
pengambilan keputusan. 
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D. Integrasl Unsur SPIP dalam Pelaponn 

Proses manajemen pelaporan merupakan sµatu proses yang 
beriringan dengan proses pelaksanaan anggaran. Proses 
manajemen pelaporan tidak hanya meliputi proses penyampaian 
laporan sebagai keluaran dari proses pelaksanaan anggaran saja, 
tctapi juga sebagai suatu proses komunikasi yang terus-menerus 
dan beriringan dengan seluruh proses manajemen lainnya, 
sehingga manajemen dapat menerima informasi terkini untuk 
membuat keputusan yang memadai. 

1. Tingkatan da/am Pelaporan 
Dalam proses manajemen pemerintahan daerah, proses 
pelaporan dilakukan melalui dua tingkatan, yaitu proses 
pelaporan pada tingkat perangkat daerah/unit kerja dan 
proses pelaporan pada tingkat pemerintah dacrah. Dalam 
pelaksanaannya, kedua proses ini dilakukan dalam satu 
sistern pelaporan secara periodik dalam satu tahun anggaran 
dengan mengacu pada dokumen percncanaan dan 
penganggaran yang tclah ditetapkan serta basil pelaksanaan 
anggaran atas program/kegiatan. 
Pelaporan pada tingkat pemerintah daerah merupakan 
pelaporan yang bersifat menyelurub/komprebensif yang 
memberikan informasi pencapaian basil/tujuan tertentu. 
Prociuk pelaporan pada tingkat ini merupakan basil kompilasi 
laporan pada tingkat perangkat daerah, yang pelaporannya 
dilakukan o\eb beberapa perangkat daerab yang menjadi 
leading sector daTi setiap urusan pemerintahan daerah, baik 
yang bersifat umum maupun piliban atau teknis. 
Pada tingkat perangkat daerah, proses pelaporan bersifat 
khusus sesuai dengan karakteristik kewenangan urusan 
pemerintaban yang ditangani oleb masing-masing perangkat 
daerab/unit kerja. 

2. Tujuan Pengendalian lntem dalam Pelaporan 
Tujuan pengendalian intern pada proses pelaporan adalah 
untuk memberikan keyakinan yang memadai babwa data 
dan informasi pelaporan yang disajikan dan dibasilkan dari 
basil pelaksanaan anggaran program/kegiatan dapat 
digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan pada 
setiap tingkatan manajemen pemerintahan daerah. 

3. Langkah-Langkah Inlegrasi Unsur SPIP dalam Pe/aporan 

Proses integrasi ini pada tahapan ini, meliputi langkah- 
langkah sebagai berikut : 
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4) Penetapan Alokasi Anggaran yang diperlukan dalam 
Pengintegrasian SPIP Ice da/am Pros•s Pe/aksanaan 
Anggaran 
Besaran anggaran dan sumber dana yang diperlukan 
pada pengintcgrasian ini sangat bergantung pada 
langkah·langkah sebelumnya dan disesuaikan dengan 
kondisi kcuangan daerah masing-masing. 

5) Penetapan Instrumen yang Digunakan dan Tata Gara 
Pertggunaannya 
Langkah pada tahapa.n ini merupakan penetapan 
lnstrumen yang akan digunakan dalam pengintcgrasian 
SPIP berikut tata cara penggunaannya berdasarkan 
pada langkah·langkah sebelumnya, khususnya pada 
langkah penetapa.n prioritas pengendalian dan besamya 
alokasi anggaran. 

4. Pengendalian pada Setiap Tingkatan da/am Pe/aksanaan 
Anggaran 
Penetapan pengendali sebagai subjek pengendalian dapat 
dlbuatkan daftar uji (check lisl) sebagai berikut: 
1) Penctapan Kepala Dacrah sebagai pengcndali umum 

proses pelaksanaan anggaran secara kescluruhan di 
tingkat pemerintah daerah. 

2) Penetapan Pimpinan Perangkat Dacrah/Unit Kerja 
sebagai pengendali proses pelaksanaan anggaran di 
instansinya masing·masing. 

3) Penetapan pejabat yang diberikan kewenangan dan 
tanggung jawab sebagai pengendali ketcrkaitan dan 
integrasi dalam pelaksanaan anggaran yang meliputi 
seluruh tingkatan pelaksanaan anggaran. 

4) Penetapan pejabat yang mcndapatkan delegasi 
kewenangan dan tanggung jawab sebagai pengendal1 
umum proses pelaksanaan anggaran secara keseluruhan 
ijika tcrdapat pelimpahan kewenangan). 

S. Proses Pengendalian Terhadap Titik Perhatian Pelaksanaan 
Anggaran 
Proses pengendalian dalam kegiatan penganggaran dapat 
dibuatkan daftar uji (check lisl), scbagai berikut: 
1) Penetapan kebijakan pengendalian dalam proses 

pelaksanaan anggaran oleh Kepala Daerah. 
2) Penetapan kebijakan ukuran dan penilaian kincrja dalam 

proses pelaksanaan anggaran oleh Kcpala Dacrah. 
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2) Penetapan Titik Perhatian Priori1as Pengen.dalian pada 
Setiap Tingkatan dalam Pelaksanaan Anggf.lran 

• 
Memperhatikan langk:ah-Iangkah secara umum di atas, 
maka pada langkah-langkah pengintegraeian yang harus 
dilakukan dalam proses pelaksanaan anggaran adalah 
dengan membuat pnontas pengcndalian dengan 
mengidentifikasi titik·titik dari setiap proses pelaksanaan 
anggaran yang memerlukan pengendalian pada setiap 
tingkatan, baik pada tingkat pemerintah daerah, 
perangkat daerah, maupun kegiatan. 

Titik-titik dari setiap proses pelaksanaan anggaran yang 
memerlukan perhatian/pengendalian antara lain adalah: 
a. Kesesuaian langkah-langkah pelaksanaan strategi 

pencapaian hasil-hasil program/kegiatan dengan yang 
tclah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik 
pada tingkat pemerintah daerah maupun tingkat 
perangkat daerah; 

b. Kesesuaian waktu dan alokasi anggaran pe!aksanaan 
strategi pencapaian hasil-hasil program dan kegiatan 
dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen 
perencanaan dan penganggaran; dan 

c. Kesesuaian diskresi terhadap pelaksanaan strategi 
pencapaian hasil·hasil program/kegiatan, bila 
terdapat kondisi tertentu dan sifatnya tidak dapat 
dikendalikan, sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan yang berlaku. 

3) ldentifikasi Jnstrumen Pengendalian pada Setiap 
Tingkatan dalam Pelaksanaan Anggaran 
Pcnetapan prioritas pengendalian pada Iangkah sebelumnya 
memerlukan suatu instrumen untuk dapat dioperasionalkan. 
Untuk itu pada tahap ini langkah yang perlu dilakukan 
adalah dengan mengidentifikasikan instrumen-instrumen 
yang diperlukan dalam mengintegrasikan SPIP kc daJrun 
proses penganggaran, yairu : 
a. Tdentifikasi instrumen pengendalian terhadap proses 

pelaksanaan anggaran yang tidak memerlukan 
pcmbiayaan tersendiri untuk diterapkan pada tingkat 
pcmerintah daerah, perangkat daerah, atau kegiatan; 
dan 

b. ldentifikasi instrumen pengendalian terhadap proses 
pelaksanaan anggaran yang memerlukan pembiayaan 
tersendiri untuk diterapkan pada tingkat pemerintah 
daerah, perangkat daerah, atai.i kegiatan. 



-27- 

2. Tujuan Pengendalian b1tem dalam Pelakswtaa11 �nggaran 
1'ujuan pcngendalian intern pada proses kegiatan 
pelaksanaan anggaran adalah untuk memberikan keyakinan 
yang memadai bahwa : 

i) pembayaran atas biaya pelaksanaan program dan 
kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan 
alokasi anggaran, serta target capaian kinerja yang telah 
ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan 
pcnganggaran sebelumnya; 

j) pelaksanaan anggaran atas 
memperhatikan aspck efisiensi, 
dengan mematuhi ketentuan 
yang berlaku; 

k) tidak ada hambatan dalam pclaksanaan strategi 
pcncapaian hasil dari program/kegiatan yang 
direncanakan (sepcrti; keterlambatan, tidak tcrscdianya 
dana, dan scbagainya). 

3. Langkah-Langkah Jntegrasi Unsur SPIP dalam Pelaksanaan 
Anggaran 
Proses integrasi ini pada tahapan ini, meliputi langkah- 
langkah sebagai berikut: 

I) Identifikasi lnfras!ru.ktur SPIP da/am Proses Kegiatan 
PelaksartaanAnggaran 
Pengintegrasian infrastruktur dalam proses kegiatan 
pclaksanaan anggaran atas program/kegiatan secara 
umum mcngikuti langkah-langkah umum yang telah 
disajikan di atas, khususnya infrastruktur yang hanya 
digunakan oleh satu proses pclaksanaan anggaran, baik 
pada tingkatan pcmerintah daerah, pcrangkat daerah, 
atau kegiatan. 
Secara spcsifik, maka langkah-langkah minimal yang 
dapat dilakukan adalah sebagai berikut : 
a. ldentifikasi ketersediaan peraturan perundang- 

undangan daerah berkaitan dengan proses 
pelaksanaan anggaran (Perda, Peraturan Kepala 
Daerah) yang tidak bertentangan dengan pcraturan 
perundang -undangan di atasnya serta sesuai dengan 
kebutuhan daerah; 

b. Tdentifikasi ketersediaan perangkat kcras dan lunak 
berkaitan dengan proses pclaksanaan anggaran baik 
yang bersifat teknis maupun administratif; 

c. Identifikasi keterscdiaan sumber daya manusia 
berkaitan dengan proses pclaksanaan anggaran; dan 

d. ldentifikasi kctersediaan unsur-unsur $PIP dalam 
proses kegiatan pelaksanaan anggaran. 

program/kegiatan telah 
cfcktifitas, dan ekonomis 
pcraturan pcrundangan 
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4. Pengendalian pad.a Setiap Tingkatan da/am Penganggaron. 

Pcnetapan pengendali sebagai subjek �nkendalian dapat 
dibuatkan daftar uji (check list) scbagai berikut: 
1) Penetapan Kepala Daerah sebagai pcngendali umum 

proses penganggaran sccara keseluruhan di tingkat 
pemerintah daerah. 

2) Penctapan Pimpinan Pcrangkat Daerah/Unit Kerja 
sebagai pengendali proses penganggaran di instansinya 
masing-masing. 

3) Penetapan pejabat yang diberikan kewenangan dan 
tanggung jawab sebagai pengcndali ketcrkaitan dan 
integrasi dalam pcnganggaran yang meliputi seluruh 
tingkatan penganggaran. 

4) Penetapan pcjabat yang mendapatkan delegasi 
kewenangan dan tanggung jawab scbagai pengendali 
umum proses penganggaran secara keseluruhan ijika 
terdapat pelimpahan kewcnangan). 

5. Proses Pengendalian Terhadap Titik Perhaticm Penganggaran 
Proses pengendalian dalam kegiatan penganggaran dapat 
dibuatkan daftar uji (check lisQ, sebagai bcrikut; 
1) Pcnetapan kebijakan pengendalian dalam proses 

penganggaran oleh Kepala Daerah. 
2) Pcnetapan kebijakan ukuran dan penilaian kinerja dalam 

proses pengangge.ran oleh Kepala Daerah. 

C. IDtegraai Unsur SPIP dalam. Pelakaanaan Anggara.n 

Pelaksanaan Anggaran adalah tahapan proses manajemen yang 
harus dilaksanakan setelah proses manajemen penganggaran 
selesai dilaksanakan dengan mengacu pada dokumen 
perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan. 
Pengintegrasian proses pengendalian dalam proses manajemen 
pelaksanaan anggaran 101 pada praktiknya nanti akan 
sangat bcrvariasi tergantung pada jcnis program/kegiatan 
pelaksanaan anggarannya dan karakteristik dari proses layanan 
publik yang dibcrikan otch masing-masing perangkat 
daerah/unit kerja. 
1. Tingkatan da/am Pelaksanaan Anggaran 

Dalam proses manajemen pemerintahan daerah, proses 
pelaksanaan anggaran dilakukan melalui dua tingkatan, yaitu 
proses pelaksanaan anggaran pada tingkat perangkat 
daerah/unit kerja dan proses pelaksanaan anggaran pada 
tingkat pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, kedua 
proses ini dilakukan dalam satu sistem pelaksanaan 
anggaran secara periodik dalam satu tahun anggaran dengan 
mengacu pada dokumen perencanaan dan penganggaran 
yang telah ditetapkan. � 
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Titik-titik dari setiap proses penganggaran yang 
memerlukan perhatian/pengendalian antara lain adalah: 
a. Kesesuaian daftar usulan program dan kegiatan 

masing-masing perangkat daerah/unit kerja dengan 
program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalarn 
dokumen perencanaan pada tingkat pemerintah 
daerah dan tingkat perangkat daerah; 

b. Kesesuaian penetapan target kinerja dan sasaran 
serta alokasi anggaran progrrui:i/kegiatan masing- 
masing perangkat daerah/unit kerja; 

c. Kesesuaian penetapan strategi atas pelaksanaan 
program/kcgiatan, masing-masing perangkat daerah/ 
unit kerja; dan 

d. Kesesuaian ska\a pnontas tcrhadap hasil-hasil 
program/kcgiatan dan stratcgi pencapaiannya, bila 
tcrdapat kcterbatasan sumber daya. 

3) ldentijikasi lnstrumen Pengendalian pada Setiap 
Tingkatan dalam Penganggaran 
Penetapan prioritas pengcndalian pada langkah scbelumnya 
memerlukan suatu instn.uncn untuk dapat dioperasionalkan. 
Untuk itu pada tahap ini langkah yang perlu dilakukan 
adalah dengan mengidentifikasikan instrumen-instrumen 
yang diperlukan dalam mengintegrasikan SPIP ke da1am 
proses penganggaran, yaitu : 
a. Tdcntifikasi instrumcn pengendalian tcrhadap proses 

penganggaran yang tidak memerlukan pembiayaan 
tersendiri untuk ditcrapkan pada tingkat pemcrintah 
daerah, pcrangkat daerah, atau kcgiatan; dan 

b. ldentifikasi instrumcn pengendalian terhadap proses 
penganggaran yang memcrlukan pembiayaan 
tcrsendiri untuk ditcrapkan pada tingkat pemcrintah 
dacrah, perangkat dacrah, atau kegiatan. 

4) Penetapan Alokasi Anggaran yang diperlu.kan dalam 
Pengintegrasian SPJP ke dalam Proses Penganggaran 
Bcsaran anggaran dan sumber dana yang diperlukan 
pada pengintcgrasian rm sangat bergantung pada 
langkah-Jangkah scbclumnya dan discsuaikan dengan 
kondisi kcuangan dacrah masing-masing. 

5) Penetapan lnstrumen yang Digunakan dan Tata Cara 
Penggunaannya 
Langkah pada tahapan ini mcrupakan penctapan 
lnstrumen yang akan digunakan dalam pengintcgrasian 
SPIP berikut tata cara penggunaannya berdasarkan 
pada langkah-langkah sebelumnya, khususnya pada 
langkah penctapan prioritas pengendalian dan besamya 
aJokasi anggaran. 
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c) pcnganggaran tclah mcnggambarkan alokasi anggaran 
yang jclas dan tcpat sasaran untuk mcndukung tugas dan 
fungsi pcrangkat dacrah dalam pcncapaian visi dan misi 
pcmcrintah dacrah; 

� pcnganggaran tclah mcmpcrhatikan aspck cfisicnsi, 
crektifitas, dan ckonomis dcngan mcmatuhi standar 
pcnganggaran dan pcraturan pcrundangan yang bcrlaku; 

g) pcnganggaran tclah bcrorientasi pada pencepaian kincrja; 
h) tidakada duplikasi penganggaran kcgiatan. 

3. Langkah-Langkah lntegrasi Unsur SPIP dalam Penganggaro.n 
Proses integrasi ini pada tahapan ini, meliputi langkah- 
langkah scbagai bcrikut : 

l) ldentifikasi lnfrastruktur SPIP dalam Proses Kegiatan 
Penganggaran 
Pengintegrasian infrastruktur da!am proses kegiatan 
penganggaran secara umum mengikuti langkah-langkah 
umum yang tclah disajikan di atas, khususnya 
infrastruktur yang hanya digu.nakan olch satu proses 
penganggaran, baik pada tingkatan pcmcrintah daerah, 
perangkat daerah, atau kcgiatan. 
Sccara spcsifik, maka langkah-Jangkah minimal yang 
dapat dilakukan adalah sebagai berilcut : 
a. ldcntifikasi ketcrsediaan pcraturan pcrundang- 

undangan daerah bcrkaitan dengan proses 
pcnganggaran (Pcrda, Peraturan Kepala Daerah) yang 
tidak bertentangan dcngan pcraturan perundang 
-undangan di atasnya scrta scsuai dengan kcbutuhan 
daerah; 

b. ldentifikasi ketersediaan pcrangkat keras dan lunak 
berkaitan dcngan proses penganggaran baik yang 
bcrsifat tcknis maupun administratif; 

c. Tdentifikasi kctcrsediaan sumber daya manusia 
bcrkaitan dengan proses pcnganggaran; dan 

d. ldentifikasi ketcrscdiaan unsur-unsur SPIP dalarn 
proses kegiatan penganggaran. 

2) Penetapan Titik Perhatian Prioritas hngendalian pada 
Setiap Tingkatan. dalam Penganggaran 
Mempcrhatikan Jangkah-Jangkah secara umum di atas, 
maka pada langkah-langkah pcngintcgrasian yang harus 
dilakukan dalarn proses penganggaran adalah dcngan 
mcmbuat prioritas pcngendalian dcngan mengidentifikasi 
titik-titik dari sctiap proses penganggaran yang 
memerlukan pcngendalian pada · setiap tingkatan, baik 
pada tingkat pemcrintah daerah, perangkat daerah, 
maupun kegiatan. 
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3) Penetapan pejabat yang diberikan kewenangan dan 
tanggung jawab sebagai pengendali keterkaitan dan 
integrasi dalam perencanaan yang ITleiiputi seluruh 
tingkatan perencanaan. 

4) Penetapan pejabat yang mendapatkan delegasi 
kewenangan dan tanggung jawab sebagai pengendali 
umum proses perencanaan secara keseluruhan ijika 
terdapat pelimpahan kewenangan). 

5. Proses Pengendalian Terhadap Titik Perhatian Perencanaan 

Proses pengendalian dalam kegiatan perencanaan dapat 
dibuatkan daftar uji (check list), sebagai berikut : 
1) Penetapan kebijakan pengendalian dalam proses 

perencanaan oleh Kepala Daerah. 
2) Penetapan kebijakan ukuran dan penilaian kinerja dalam 

proses perencanaan oleh Kepala Daerah. 

B. lntegrasi Unsur SPIP dalam Penganggaran 

Penganggaran adalah tahapan proses manajemen yang harus 
dilalui setelah proses manajemen perencanaan selesai 
dilaksanakan. Dengan demikian, maka proses integrasi antara 
proses pengendalian intern pada proses manajemen 
penganggaran merupakan ruang lingkup yang harus 
diperhatikan dalam penerapan SPIP dilingkungan pemerintah. 
1. Tingkatan dalam Penganggaran 

Dalam proses manajemen pemerintahan daerah, proses 
penganggaran dilakukan melalui dua tingkatan, yaicu proses 
penganggaran pada tingkat perangkat daerah/unit kerja dan 
proses penganggaran pada tingkat pemerintah daerah. Dalam 
pe!aksanaannya, kedua proses ini dilakukan secara paralel 
melalui koordinasi dan sinkronisasi. Penganggaran pada 
tingkat pemerintah daerah merupakan penganggaran yang 
bersifat menyeluruh/komprehensif dan merupakan media 
untuk mewujudkan hasil/tujuan yang telah ditetapkan dalarn 
proses perencanaan. 
Pada penganggaran tingkat pemerintah daerah, beberapa 
orang pejabat dan perangkat daerah akan ditunjuk untuk 
mengkoordinasikan penganggaran pemerintah daerah, yang 
berfungsi untuk melakukan penyesuaian anggaran scsuai 
dengan skala prioritas dan kemampuan daerah. 

2. Tujuan Pengendalian bit.em dalam Penganggaran. 
Tujuan pengendalian intem pada proses kegiatan 
penganggaran adalah untuk memberikan keyakinan yang 
memadai bahwa : 
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b. Tingkat Pcrangkat Daerah 
Kesesuaian rencana perangkat deerah dengan Visi 
dan Misi Kepala Daerah; dan 
Kesesuaian rcncana perangkat daerah dengan unit 
kerja di bawahnya. 

3) Jdentifikasi Inst,umen Pengendalian pad.a Setiap 
Tingkatan dalam Perencanaan 
Pcnetapan prioritas pengendalian pada langkah sebelumnya 
memerlukan suatu instrumen untuk dapat dioperasionalkan. 
Untuk itu pada tahap ini langkah yang perlu dilakukan 
adalah dengan mengidentifikasikan instrwnen-mstrumen 
yang diper!ukan dalarn mengintegrasikan SPIP ke dalam 
proses perencanaan, yaitu : 
a. Jdentifikasi instrumen pengendalian terhadap proses 

perencanaan yang tidak memerlukan pembiayaan 
tersendiri untuk diterapkan pada tingkat pemerintah 
daerah, perangkat daerah, atau kegiatan; dan 

b. ldentifikasi instrumen pengendalian terhadap proses 
perencanaan yang memerlukan pembiayaan tersendiri 
untuk diterapkan pada tingkat pemerintah daerah, 
perangkat daerah, atau kegiatan. 

4) Penetapan Alokasi Anggaran yang diperlukan dalam 
Pengintegrasian SPJP Ice dalam Proses Penmcanaan 

Besaran anggaran dan sumber dana yang diperlukan 
pada pengintegrasian nu sangat bergantung pada 
langkah-langkah sebelumnya dan disesuaikan dengan 
kondisi keuangan daerah masing-masing. 

5) Penetapan Instrumen yang Digunakan dan Tata Cara 
Penggu.naannya 
Langkah pada tahapan ini merupakan penetapan 
Inst.rumen yang akan digunakan dalam pengintegrasian 
SPIP berikut tata cara penggunaannya berdasarkan 
pada langkah-langkah sebelumnya, khususnya pada 
langkah penetapan prioritas pengendalian dan besarnya 
alokasi anggaran. 

4. Pengendalianpada Setiap n·ngkatan da/am Perencanaan 
Penetapan pengendali sebagai subjek pengendalian dapat 
dibuatkan daftar uji (check /is� sebagai berikut : 
I) Pcnetapan Kepala Daerah sebagai pengendali umum 

proses percncanaan secara keseluruhan di tingkat 
pemerintah daerah. 

2) Pcnetapan Pimpinan Pcrangkat Daerah/Unit Kerja 
sebagai pengendali proses perencanaan di instansinya 
masing·masing. 
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3. Langkah-Langkah Jntegrasi Unsur SPIP dalam Perencanaan 
Proses integrasi ini pada tahapan ini, ,meliputi langkah· 
langkah sebagai berikut : 

I) Identifikasi lnfrastruktur SPIP da/am Proses Kegiatan 
Perencanaan 
Pengintegrasian infrastf"Uktur da.lam proses kegiatan 
perencanaan secara umum mengikuti langkah·langkah 
um um yang telah disajikan di· atas, khususnya 
infrastftlktur yang hanya digunakan oleh satu proses 
perencanaan, baik pada tingkatan pemerintah daerah, 
perangkat daerah, atau kegiatan. 
Sccara spesifik, maka langkah-langkah minimal yang 
dapat dilakukan adalah sebagai berikut : 
a. ldentifikasi ketersediaan peraturan perundang· 

undangan daerah berkaitan dengan proses 
perencanaan (Perda, Peraturan Kepala Daerah) yang 
tidak bertentangan dengan peraturan perundang 
-undangan diatasnya serta sesuai dengan kebutuhan 
daerah; 

b. Tdentifikasi ketersediaan perangkat keras dan lunak 
berkaitan dengan proses perencanaan baik yang 
bersifat teknis maupun administratif; 

c. ldentifikasi keterscdiaan somber daya manusia 
berkaitan dengan proses perencanaan; dan 

d. ldentifi.kasi ketersediaan unsur-unsur SPIP dalam 
proses kegiatan perencanaan. 

2) Penetapan Tilik Perhatian Prioritas Perigendalian pada 
Setiap 1mgkatan dalam Perencanaan 
Memperhatikan langkah-langkah secara umum di atas, 
maka pada langkah-Iangkah pengintegrasian yang harus 
dilakukan dalam proses perencanaan adalah dengan 
membuat prioritas pengcndalian dengan mengidentilikasi 
titik-titik dari sctiap proses perencanaan yang memerlukan 
pengendalian pada setiap tingkatan, baik pada tingkat 
pemerintah daerah, perangkat daerah, maupun kegiatan. 
Titik·titik dari setiap proses perencanaan yang 
memerlukan perhatian/pengendalian antara lain adalah: 
a. Tingkat Pemerintah Daerah 

Kesesuaian perencanaan dengan Rencana Tata 
Ruang dan Wilayah Pemerintah Daerah; 
Kesesuaian perencanaan jangka panjang dengan 
jangka menengah; dan 
Kesesuaian perencanaan [angka menengah dengan 
jangka pendek; 
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A. lntegrul Unsur SPIP dalam. Pereneanasn 

Tahap pertama dalam proses manajemen penyelenggaraan 
pemerintahan daerah adalah perencanaan, sehingga tentunya 
akan memerlukan pengendalian intern yang memadai karena 
merupakan dasar bagi seluruh proses manajemen secara 
kese\uruhan. 

1. Tinglcatan dalarn Pereneanaan 
Da\am proses manajemen pemerintahan daerah, proses 
perencanaan dilakukan melalui dua tingkatan 
perencanaan, yaitu proses perencanaan pada 
pemerintah daerah dan proses perencanaan pada 
perangkat daerah/unit kerja. 
Perencanaan pada tingkat pemerintah daerah merupakan 
perencanaan yang bersifat menyeluruh/ komprehensif dan 
mengarah pada satu hasil/tujuan tertentu. Prod.uk 
perencanaan pada tingkat ini akan menjadi pedoman/arahan 
bagi proses perencanaan pada tingkat perangkat daerah. 
Dengan demikian, tindakan perencanaan pada tingkat 
Pemerlntah Daerah bukan merupakan kompilasi 
perencanaan dari perangkat daerah/unit kerja. 
Pada perencanaan tingkat pemerintah daerah, beberapa 
orang pejabat dan perangkat daerah/unit kerja akan 
ditunjuk untuk mengkoordinasikan perencanaan pemerintah 
daerah. 
Pada tingkat perangkat daerah/unit kerja juga ditunjuk 
pejabat atau unit kerja yang bertugas untuk me\aksanakan 
perencanaan. Perencanaan pada tingkat perangkat 
daerah/unlt kerja merupakan perencanaan yang bersifat 
khusus sesuai dengan karakteristik masing-maaing 
perangkat daerah/unit kerja untuk mencapai satu 
hasil/tujuan tertentu dalam rangka pencapaian hasil/tujuan 
yang ditetapkan da\am perencanaan pada tingkatan 
Pemerintah Daerah. 

2. Tujuan Pengendalian Intern dalam Perencanaan 
Tujuan pengendalian intern pada proses kegiatan 
perencanaan adalah untuk memberikan keyakinan yang 
memadai mengenai : 
a) kesesuaian antar dokumen perencanaan; 
b) kesesuaian atas hasil-haell program/kegiatan; 
c) kesesuaian strategi atas pelaksanaan program/kegiatan; 

dan 
d) tidak adanya duplikasi kegiatan. 

proses 
tingkat 
tingkat 
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Konscntrasi yang diuraikan diatas nantinya akan menjadikan 
pembeda karakter, ruang lingkup, sasaran, dan infrastruktur 
pengendalian dari kctiga tingkatan pembuat keputUsan. 

Secara umum, langkah-langkah pengintegrasian unsur-unsur 
SPIP kc dalarn proses manajemen penyelenggaraan pemerintahan 
daerah, adalah sebagai berikut : 

I. Mcngidcntifikasi infrastruktur SPIP, Jangkah minimal yang dapat 
dilakukan adalah sebagai berikut: 
a. identifikasi infrastruktur yang dapat/harus digunakan oleh 

lebih dari satu proses manajemen pada tingkat pemerintah 
daerah, perangkat daerah, atau kegiatan; dan 

b. identifikasi infrastruktur yang hanya digunakan olch satu 
proses manajcmcn tingkat pemcrintah daerah, perangkat 
daerah, atau kegiatan. 

2. Membuat prioritas pengendalian dengan mengidentifikasi titik- 
titrk dari setiap proses manajemcn yang mcmerlukan 
pengendalian tingkat pemerintah daerah, perangkat daerah,atau 
kegiatan. 

3. Mengindentifikasi instrumen yang dibutuhkan agar infrastruktur 
dapat diintcgrasikan kc dalam proses manajcmcn, langkah 
minimal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 
a. idcntifikasi instrumen yang tidak mcmcrlukan pembiayaan 

tcrsendiri untuk ditcrapkan pada tingkat pemcrintah daerah, 
perangkat dacrah, atau kcgiatan; dan 

b. idcntifikasi instrumcn yang mcmcrlukan pembiayaan 
tcrsendiri untuk ditcrapkan tingkat pemcrintah dacrah, 
perangkat dacrah,atau kcgiatan. 

4. Mcnctapkan alokasi anggaran untuk implcmcntasi pada tingkat 
pemcrintah dacrah, perangkat daerah, atau kcgiatan. 

5. Mcnctapkan pcnggunaan instrumcn dan tata laksana 
pcnggunaannya. 

lntcgrasi unsur SPIP dalam proses manajcmcn 
pcnyelcnggaraan pemcrintahan dacrah pada dasaranya terbagi atas 
5 (lima) tahapan manajcmcn, yaitu mcliputi: 
1. Intcgrasi Unsur SPIP dalam Pcrcncanaan 
2. Intcgrasi Unsur SPIP dalam Pcnganggaran 
3. Integrasi Unsur SPIP dalam Pclaksanaan Anggaran 
4. lntcgrasi Unsur SPIP dalam Pclaporan dan 
5. Intcgrasi Unsur SPIP dalam Monitoring dan Evaluasi 
Uraian lcbih lanjut mengenai proses integrasi unsur SPlP dalam 
manajcmcn penyclenggaraan pemcrintahan dacrah scbagaimana 
terse but di atas, adalah scbagai berikut: 
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Dengan demikian, SPIP harus terdapat dalam setiap proses 
pcnyelenggaraan pcmerintahan daerah yang meliputi proses 
pcrencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggarall, pelaporan, 
monitoring dan evaluasi. 

Dalam pelaksanaan intcgrasi proses pcngendalian internal kc 
dalam proses manajemen pcnyelenggaraan pcmerintahan daerah 
nantinya pcrlu dipcrhatikan tingkatan dalam pengambilan 
keputusan. Tingkatan pcngambilan keputusan dalam proses 
pcngendalian internal pemerintah daerah dimulai dari tingkat yang 
paling tinggi adalah meliputi : 

I. Tingkat Pemerintah Daerah 
2. Tingkat Perangkat Daerah 
3. Tingkat Kegiatan 

Sedangkan unsur SPIP yang dimaksud adalah meliputi 
kelima unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008, 
yaitu : 

1. Lingkungan Pengendalian 
2. Penilaian Risiko 
3. Kegiatan Pengendalian 
4. lnformasi dan Komunikas1 
S. Pemantauan Pengendalian Intern 

Kaitan antara tingkatan pengambilan keputusan dengan 
unsur SPIP adalah sebagai bcrikut : 

I. Tingkat Pemerintah Daerah, bcrdasarkan sifat manajerialnya 
akan lebih terkonsentrasi dalam pembuatan keputusan 
pcngendalian bcrkaitan dengan unsur Lingkungan 
Pengendalian, Penilaian Risiko, dan Pemantauan. 

2. Tingkat Perangkat Daerah, bcrdasarkan sifat manajerialnya 
akan lebih terkonsentrasi dalam pembuatan keputusan 
pcngendalian bcrkaitan dengan unsur Penilaian Risiko, 
Kegiatan Pengendalian, dan Pemantauan. 

3. Tingkat Kegiatan, bcrdasarkan sifat akan lebih tcrkonsentrasi 
dalam pcmbuatan keputusan pengendalian bcrkaitan dengan 
unsur Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan. 

4. Seluruh tingkatan akan mempcrhatikan dan membangun 
bcrsama· sama unsur Infonnasi dan Komunikasi dalam proses 
pcngendalian internal. 

Kaitan antara tingkatan pcmbuatan keputusan dengan 
tahapan proses manajemen pcnyelenggaraan Pemerintahan daerah 
adalah sebagai bcrikut: 

1. Tingkat Pemerintah Daerah, akan lebih terkonsentrasi pada 
proses manajemen perencanaan dan pcnganggaran. 

2. Tingkat Perangkat Daerah, akan lebih terkonsentrasi pada 
proses manajemen pclaporan serta monitoring dan evaluasi. 

3. Tingkat Kegiatan, akan lebih terkonsentrasi pada proses 
manajemen pclaksanaan anggaran dan penatausahaan 
pclaksanaan anggaran bcrdasarkan kegiatan yang dilakukan. 
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Langkah kerja yang harus dilaksanakan untuk pemetaan 
sebagai berikut : 
a. membuat daftar uji mengenai : 

1) daftar unsur SPIP yang telah dibangun dan perlu 
dipertahankan; dan 

2) daftar unsur SPIP yang telah dibangun, namun masih 
memer\ukan pengembangan; dan 

b. membuat daftar unsur-unsur SPIP yang perlu dibangun 
lebih lanjut atau dikembangkan infrastruktumya; 

c. menyebarkan daftar unsur-unsur SPIP tersebut kepada 
masing-masing satuan kerja dilingkungan pemerintah 
daerah untuk mendapatkan pcrsetujuan atau konfirmasi. 

3. Pengemban.g(ln Jnfraslruktur SPTP 
Tahapan Pengembangan lnfrastruktur SPIP adalah kegiatan 
penyusunan dan pcnyempumaan infrastruktur yang perlu 
dikembangkan berdasarkan hasil pemetaan terhadap 
infrastruktur SPIP. 
Langkah kerja yang dilakukan dalam tahapan ini secara 
umum hampir sama dengan langkah kerja pada tahap 
pembangunan infrastruktur, hanya saja perlu diperhatikan 
bahwa lingkup pekerjaan dan biaya yang diperlukan barus 
dioptimalkan agar tidak melebihi tabap pembangunan 
infrastruktur dengan memperbatikan basil pemetaan, 
khususnya basil pemantauan oleh satuan kerja yang 
mempunyai tugas pokok pcngawasan intem. 
Sebagaimana dalam tahap pembangunan, pengembangan 
infrastruktur SPIP perlu memperbatikan bal-hal sebagai 
berikut: 
a. tidak menyebabkan bertambahnya alur birokrasi dan 

waktu penyelesaian kegiatan sehari-bari; 
b. mempertimbangkan biaya dan manfaat; dan 
c. mcmpertimbangkan kondisi dimasa depan yang 

diharapkan. 

BAB DI 
INTEGRASI UNSUR SPIP DALAM PROSES MANAJEMEN 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 

Sebagaimana yang telab diuraikan pada bagian sebelumnya 
serta mengingat babwa inti SPIP adalah suatu proses yang integral 
pada tindakan dan kegiatan, yang dalam praktik penyelenggaraan 
pemerintahan daerab adalah suatu sistem yang besar, maka SP! 
tersebut pada implementasinya harus dlintegrasikan ke dalam 
sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersangkutan. 
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B. Tahap Pengembangan 

Tahap pengembangan adalah tahap yang dilakukan setclah SPIP 
ditcrapkan di lingkungan pemerintah dae'rah dan telah 
terintegrasi dcngan tindakan dan kegiatan sehari·hari. Terdapat 
pengertian yang bcrbeda antara tahap pembangunan dan 
pengcmbangan dalam lingkup penyelenggaraan SPIP. Tahap 
pembangunan merupakan tahap inisiasi SPIP, sedangkan tahap 
pengembangan mcrupaka.n penyesuaian penyelenggaruan SPIP 
pada suatu pemerintah terkait dengan perubahan lingkungan 
serta pengambilan kebijakan yang menyebabkan perubahan 
strategi pencapaian tujuan. 
Dengan demikian pengendalian intern merupakan proses yang 
berjalan secara terus menerus melalui siklus pembangunan dan 
pengembangan dengan mengikuti kebutuhan organisasi dalam 
rangka pencapaian tujuan. 
Pcngembangan SPIP dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu 
pemahaman, pemetaan, dan pembangunan infrastruktur. Uraian 
lebih lanjut mengenai kegiatan datam tahap pcngcmbangan 
adalab scbagai bcrikut : 

1. Pemahaman. 
Tahapan ini adalah proses dimana pcnyclcnggara SPIP 
mclakukan identifikasi dan analisis tcrbadap pcrubahan yang 
tcrjadi dilingkungannya. Perubahan yang dimaksud adalah 
perubahan yang bcrsifat stratcgik dan memerlukan 
penycsuaian atas sistem pcngcndahan. lnfonnasi tcntang 
tcrjadinya perubahan ini dapat bcrsumber pada basil 
pemantauan, control self assesmen.t, atau dari rckomcndasi 
yang disampaikan olcb lnspcktorat, BPKP, atau BPK. 
Kcgiatan yang dilakukan dalam tabapan ini mcliputi langkah 
kerja scbagai berikut : 
a. mengumpu!kan informasi yang relcvan untuk 

mengidentifikasi tcrjadinya suatu perubahan; 
b. menganalisis infonnasi dari basil idcntifikasi perubahan; 

d= 
c. mclakukan sosialisasi atas basil analisis perubaban. 

2. Pemetaan. 
Tahapan ini dilakukan melalui idcntifikasi untuk mcngctahui 
lebib dalam mcngcnai infrastruktur yang dibutuhkan 
guna pengcmbangan SPIP. 
Idcntifikasi meliputi hal·hal scbagai berikut : 
a. pemetaan terbadap unsur-unsur SPIP yang pcrlu 

dikembangkan; 
b. pcmetaan tcrhadap kcgiatan dimana unsur·unsur 

SPIP yang akan dikembangkan dan diintegrasikan. 
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diharapkan. 
Langkah kerja yang dilakukan antara lain eebagai berikut : 
a. membuat dafiar unsur SPIP berdasarkan berbagai 

dimensi sebagai dasar percncanaan pembangunan, yang 
meliputi : 

dafiar unsur SPIP yang pembangunannya memerlukan 
pcraturan di tingkat pemerintah daerah dan perangkat 
daerah; 
daftar unsur SPIP lebih lanjut aka.ii. dibangun pada 
tingkat pemerintah daerah dan perangkat daerah; dan 
daftar unsur SPIP yang pembangunannya meliputi 
jangka panjang, menengah, dan pendek. 

b. membuat skala prioritas awal; 
c. menghitung anggaran yang diperlukan; 
d. merancang program pembangunan SPIP; 
e. membuat skala priontas untuk kemudian dibuatkan 

kerangka pengeluarannya dalam jangka panjang, 
menengah, dan pendek. 

4. Penerapan Unsur-Unsur SP!P 
Kegiatan penerapan Unsur SPIP adalah kegiatan dimana 
infrastruktur yang telah ada diterapkan sebagai suatu proses 
yang terintegrasi dengan tindakan dan kegiatan seluruh 
aparatur pemerintah daerah. 
Langkah kerja yang dilakukan meliputi : 
a. menerapkan unsur-unsur SPIP pada setiap tindakan 

dan kegiatan sehari-hari; 
b. melaksanakan unsur-unsur SPIP sebagai suatu proses, 

sekaligus merupakan sarana uji coba apabila penerapan 
unsur tersebut adalah suatu bcntuk pengendalian yang 
baru di!akukan; dan 

c. jika dinilai terdapat kelemahan, maka dilakukan 
pcnyempumaan terlebih dahu\u agar proses penerapan 
selanjutnya dapat berjalan lancar. 

Dalam menerapkan SPIP agar diperhatikan hal-hal berikut: 
a. SPIP harus diterapkan sebagai suatu proses manajemen 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan bukan sekedar 
fonnalitas saja; 

b. seluruh pengelola anggaran harus memastikan bahwa 
SPIP telah diterapkan dalam setiap pelaksanaan 
anggaran, sehingga memberikan keyakinan yang memadai 
bahwa tujuan organisasi dapat tercapai; dan 

c. setiap unsur pimpinan perangkat daerah agar secara aktif 
melakukan pembinaan SPIP di inStansinya. 
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Langkah-langkah kerja untuk kegiatan pemahaman meliputi : 
a. melakukan sosialisasi secara bcrkesinambungan dan 

menggunakan berbagai instrumen sosialiS8.si yang efektif; 
b. melakukan pcndidikan dan latihan; dan 
c. membentuk satuan tugas pcnerapan SPIP. 

2. Pemetaan 
Kegiatan pemetaan adalah kegiatan dimana setiap perangkat 
daerah sampai kc unit kerja terkecil melakukan pemetaan 
guna mengidentifikasikan berbagai unsur SPIP yang 
nantinya pcrlu dibangun dan diintegrasikan dalam kegiatan 
sehari-hari. 
Identifikasi meliputi: 
a. pemetaan atau identifikasi terhadap unsur-unsur SPIP; 
b. pemctaan atau identifikasi juga memperhatikan basil 

pcmeriksaan aparat pengawas intern dan ekstcm 
pcmerintah; dan 

c. pcmetaan atau identifikasi terhadap kegiatan dimana 
SPIP akan diintegrasikan. 

Langkah-langkah kerja untuk kegiatan pemctaan meliputi: 
a. mempersiapkan instrumen yang diperlukan untuk 

melakukan pemetaan terhadap unsur-unsur SPIP, 
misalnya dengan daftar uji; 

b. melakukan pemetaan dengan instrumen pemetaan, 
untuk mendapatkan informasi mengenai hal-hal .berikut : 

unsur-unsur SPIP yang telah ada dan tidak perlu 
dibangun kembali; 
unsur-unsur SPIP yang telah ada tetapi memerlukan 
penyempumaan; dan 
unsur-unsur SPIP yang belum ada dan perlu dibangun. 

c. membuat dafter unsur-unsur SPIP yang perlu dibangun 
infrastruktumya; dan 

d. menyebarkan dafter unsur-unsur SPIP yang perlu 
dibangun infrastruktumya kepada masing-masing satuan 
kerja dilingkungan pemerintah daerah untuk 
mendapatkan persetujuan at.au konfirmasi. 

3. Pembangunart lrtfra.struktur SPIP 
Tahapan Pembangunan Jnfrastruktur SPIP adalah kegiatan 
penyusunan dan pembuatan infrastruktur yang perlu 
dibangun berdasarkan hasil pemetaan. 
Dalam membangun den menerapkan unsur-unsur SPIP, 
perlu diperhatikan agar tidak menyebabkan bertambahnya 
alur birokrasi dan waktu penyclesaian kcgiatan schari-hari 
yang dianggap normal, mempertimbangkan aspek biaya dan 
manfaat serta mempertimbangkan kondisi masa depa.n yang 
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Dalrun menerapkan daftar uji ini perlu dipertimbangkan 
tujuan lnstansi Pemerintah dan aspek biaya-manfaat. Pengguna 
harus mempertimbangkan butir-butir yang, 'televan serta 
menghilangkan atau menambah butir lainnya jika perlu sesuai 
dengan situasi dan kondisi yang dihadapi Instansi Pemerlntah. 
Selain \tu, pengguna dapat mengatur ulang atau menyusun 
kembali butir-butir tersebut untuk memenuhi kebutuhannya 
dengan tetap mengikuti format unsur-unsur SPI. 

BAB II 
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN 

Penerapan SPIP memerlukan 2 (dua) tahap besar yaitu Tahap 
Pembangunan SPIP dan Tahap Pengembangan SPIP. Tahap 
Pembangunan SPIP adalah merupakan tahap pertama dari 
penerapan SPJP. Sedangkan Tahap Pengembangan SPJP adalah 
merupakan tahap kedua atau \anjutan setelah SPIP dapat drbangun 
dan diterapkan sepenuhnya. Masing-masing tahap tersebut di atas 
mempunyai proses yang seeara berurut sebagaimana dijelaskan di 
bawah ini. 

A. Tahap Pembangunan 
Tahap Pembangunan SPIP adalah tahap awal dari penerapan 
SPIP. pada tahap ini seluruh unsur SPIP dibangun, lalu 
diintegrasikan bersama kegiatan, perangkat daerah, dan program 
Pemerintah Kota. Sehingga dengan demikian, SPIP dapat 
dilaksanakan sebagaimana definisi SPJP, yaitu sebagai suatu 
proses yang integral dalam tindakan dan kegiatan sehari-hari 
oleh para pimpinan dan pegawai. 
Tahap Pembangunan SPIP meliputi beberapa kegiatan 
secara berurutan, yaitu : 
I. Pemahaman; 
2. Pemetaan; 
3. Pembangunan infrastruktur; dan 
4. Penerapan. 

Secara lebih rinci uraian kegiatan dalam tahap pembangunan 
SP!Pdan langkah kerjanya adalah sebagai berikut: 
I. Pemahaman 

Kegiatan pemahaman adalah kegiatan dimana setiap 
perangkat daerah sampai dengan unit kerja terkecil 
dan/atau setiap pimpinan dan seluruh pegawai perangkat 
daerah memahami mengenai ; 
a. unsur-unsur SPIP; 
b. bagaimana membangun SPIP; dan 
c. penerapan SPIP sebagai proses jang terintegrasi dengan 

kegiatan sehari-hari. 
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F, Daftar Uji Pengenda.lian Intern Pemerintab 

Untuk memastikan bahwa Sistem Pengendalian Intem sudah 
dirancang dan diimplementasikan dengan baik, dan scatra 
memadai diperbaharui untuk memenuhi keadaan yang terus 
berubah perlu dilakukan pemantauan secara terus-menerus. 
Secara khusus, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 43 
Peraturan Pemenntah Nomor 60 Tahun 2008, pimpinan Jnstansi 
Pemerintah melakukan pemantauan antara ilpn melalui evaluasi 
terpisah atas Sistem Pengendalian lntemnya di lingkungan masing· 
masing. Pemantauan ini berguna untuk mengidentifikasi dan 
mengatasi risiko utama sepcrti penggelapan, pemborosan, 
penyalahgunaan, dan salah·kelola (mismanagement). 

Untuk tujuan tersebut, Daftar Uji Pengendalian Intem 
Pcmerintah sebagai lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2008, dimaksudkan untuk membantu pimpinan lnstansi 
Pemerintah dan evaluator dalam menentukan sampai seberapa 
jauh pengendalian intem suatu Jnstansi Pemerintah dirancang 
dan berfungsi serta, jika perlu, untuk membantu menentukan 
apa, bagian mana, dan bagaimana penyempumaan dilakukan. 

Daftar Uji Pengendahan lntem Pemerintah terdiri dari 
lima bagian sesuai dengan unsur Sistem Pengendalian Intem. 
Masing-masing bagian berisi suatu daftar faktor utama yang 
harus dipertimbangkan saat mengevaluasi masing-masing 
unsur SPI yang menggambarkan isu atau hal penting dari setiap 
unsur SP!. Termasuk dalam masing-masing faktor tersebut 
adalah butir-butir yang harus dipertimbangkan oleh pengguna 
pada saat melakukan evaluasi. Butir-butir tersebut 
dimaksudkan untuk membantu pengguna mempertimbangkan 
hal-hal spesifik yang menunjukkan seberapa jauh Sistem 
Pengendalian lntem berfungsi. 

Pengguna harus mempertimbangkan butir-butir tersebut 
untuk menentukan: 
1. kesesuaian penerapan butir terscbut dalam situasi tertentu; 
2. kemampuan Jnstansi Pemerintah dalam menerapkan butir 

terse but; 
3. ke!emahan pengendalian yang mungkin terjadi; dan 
4. pengaruh butir tersebut terhadap kemampuan lnstansi 

Pemerintah dalam mencapai visi, misi, dan tujuannya. 

Daftar uji ini juga dimaksudkan untuk membantu 
pengguna mengambil kesimpulan mengenai lmplementasi 
unsur-unsur SP! Jnstansi Pemerintah. Daftar Uji Pengendalian 
Intern Pemerintah dapat dijadikan panduan bagi pimpinan 
lnstansi Pemerintah dan evaluator. ,Daftar uji mi hanya 
merupakan referensi awal serta dapat disesuailcan dengan situasi, 
kondisi, dan risiko masing-masing Instansr Pemerintah. 
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yang menjadi pondasi dari bangunan tersebut. Salah satu pilar 
yang harus dibangun dalam mewujudkan · akuntabilitas 
keuangan Negara adalah dengan implcmentasi SPIP. 

Penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk mencapai 
beberapa tujuan yang mencakup : 
I. Efektifitas dan · efisiensi pencapaian tujuan lnstansi 

Pemerintah sebagai bagian dari organisasi penyelenggara 
Negara • 

2. Keandalan pelaporan keuangan lnstansi Pemerintah sehingga 
dapat dipercaya, baik oleh pihak intern maupun pihak 
ekstern lnstansi Pemerintah yang berkepentingan dengan 
informasi di dalam Japoran keuangan. 

3. Pengamanan aset negara yang dikelola Instansi 
Pemerintah dan digunakan. 

4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang 
berlaku bagi lnstansi Pemerintah sebagai unsur 
penyelenggara negara. 

D. Saaaran clan Ruang Lingkup 

Terselenggaranya SPIP da1am setiap proses pelaksanaan 
program/kegiatan pada seluruh tingkatan Pemerintahan Oaerah, 
dengan ruang lingkup meliputi seluruh Perangkat Daerah dalam 
lingkup Pemerintah Daerah sampai dengan Pemerintah Desa 
beserta para Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Pengelola 
Keuangan dan Barang Milik Daerah, Pengguna Anggaran dan 
Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Pembuat Komitmen, 
Bendaharawandan Verifikator, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, 
Pengurus Barang dan sebagainya). 

E. Vneur SPJP 

komunikasi 
dini setiap 

dan 

SPIP wajib diselenggarakan sehingga akan memberi 
keyakinan memadai untuk tercapainya 4 (empat) tujuan yang 
merupakan pilar-pilar penopang dan perwujudan tujuan 
bemegara dan berbangsa. Pilar-pilar penyangga tersebut harus 
dibangun di atas fondasi unsur-unsur SPIPyang terdiri dari: 
I. Penciptaan lingkungan pengenda1ian yang kuat; 
2. Penilaian risiko dapat mengantisipasi atau mengelola risiko 

yang dapat menggagalkan pencapaian tujuan; 
3. Perancangan kegiatan pengendalian sebagaimana yang 

dimaksud, mengamankan tiap proses yang diperlukan dalam 
mencapai tujuan yang diinginkan; 

4. Penetapan mekanisme lnformasi 
dapat mengetahui, dan mendeteksi secara 
permasalahan yang dihadapi didalam berorganisasi untuk 
mencapai tujuan; dan 

5. Pemantauan untuk menilai efektivitas sistem pengendalian. 
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2. Ketentuan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
secara menyeluruh diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
$PIP dalam Peraturan Pemerintah ini 'dilandasi pada 
pemikiran yang melekat sepanjang kegiatan, dipengarubi 
olcb sumbcr daya manusia scrta banya membcrikan 
keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. 

Selanjutnya terkait dengan pemeriksaan pengelolaan dan 
pertanggungjawaban keuangan negara, ya.Qg diatur dalarn 
Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara 
disebutkan babwa : 
1. Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, 

pemeriksa mclakukan pengujian dan penilaian atas 
pelaksanaan SPIP. 

2. BPK dapat memanfaatkan basil pemeriksaa.n Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dalam bal ini, !aporan 
basil pemcriksaan intern pemerintab wajib disampaikan 
kepada BPK. 

Penerapan SPIP tersebut dipertegas dalam Pasal 133 
ayat (I) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pcngelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa dalam 
rangka meningkatkan kincrja, transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah mengatur dan 
menyelenggarakan sistem pengendalian intern di Iingkungan 
Pemcrintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2008 tentang Sistcm Pengcndalian Intern Pemerintah (SPIP) 
antara lain pada Pasal60yang rnenyatakan ketcntuan mengenai 
$PIP di lingkungan Pemcrintah Daerah diatur lebih Ian jut dengan 
Pcraturan Bupati dengan bcrpedoman pada Peraturan 
Pemcrintah terse but. 

C. TujuaQ 
Pcmcrintahan yang diselenggarakan secara arnanah 

dcngan tata kelola yang baik (good governance) bagaikan atap 
suatu bangunan bcrncgara yang kokob yang melindungi semua 
unsur yang bcrsatu dalam suatu ncgara (Pemerintahan dan 
rakyatnya). Atap bangunan bcrnegara tersebut tentunya barus 
dilandasi dengan Akuntabilitas Keuangan Negara adalah 
pertanggungjawaban dengan memberikan penjelasan atas 
penggunaan sumber daya yang kewenangannya diberikan oleb 
selurub konstituen (unsur yang membentuk) negara untuk 
mewujudkan tujuan berncgara scbagaimana yang telah menjadi 
komitmen dalam Pembukaan UndangsUndang Dasar 1945. 
Untuk menjadikan atap bangunan bcrnegara yang kokoh 
tersebut tentunya harus didukung dengan pilar·pilar penyangga 
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v.MPIRAN 
PERATURAN BUPATI BONE 
NOMOR TAHUN2017 
TEN'TANO PENYELENOOARAAN SISTEM PENOENOALIAN IN'TBRN PEMERINTAH 
DI LINOKUNOAN PEMERlNTAH KASUPATEN BONE ' 

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN 
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH jSPIPJ 

DI LINGKUNOAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE 

BAB I 
GAMBARAN UMUM 

A. Latar Bclaltang 
Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

penyelenggaraan pemerintahan negara baik di pusat maupun 
dacrah membawa implikasi perlunya sistcm penyelenggaraan 
pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan, khususnya dl 
bidang pengelolaan keuangan · negara dan daerah. Hal ini baru 
dapat dicapai jika seluruh jajaran pimpinan linglrup instansi 
pemcrintahan menyelcnggarakan kegiatan pengendalian atas 
kcseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Dengan 
dcmikian, maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu lnstansi 
Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, 
sampai dcngan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara 
tertib, terkendali, serta efektif dan elisien. Untuk itu dibutuhkan 
suatu sistem yang dapat memberikan keyakinan memadai bahwa 
penyelenggaraan program/kegiatan pada suatu Instansi 
Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara serta efektif dan 
efisien, melaporkan pcngelolaan keuangan negara secara handal, 
mengamankan asset negara, dan mendorong ketaatan terhadap 
peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai 
Sistem Pengendalian lntem (SP!) yang dalam penerapannya harus 
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta 
mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas 
dan fungsi instansi pemerintah tersebut. 

B, Landan.a Hukum 

Undang·Undang Nomor I Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara di bidang Keuangan Negara membawa 
implikasi perlunya sistem pengelolaan Keuangan 
Negara/ Daerah yang lebih akuntabel dan transparan melalui 
penerapan SPIP, dengan ketentuan antara Jain, sebagai berikut; 
I. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/ 

Pengguna Barang memberikan pemyataan bahwa 
pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan 
Sistem Pengendalian Jntem Pemerintah yang memadai dan 
akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan 
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). 



·•· 
BABV 

KETENTUAN PENUTbP 

Pasal 9 

Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinyii., memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Lcmbaran Serita Daerah 
Kabupaten Bone. 

Ditetapkan di Watampone 
pada tanggal rr- Me.., 2017 

BUPATI BONE, 

A. FAHSAR M. PADJALANGI 

Diundangkan di Watamponc 
pada tanggal 1r flu.' Joq... 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE, 

A. SURYA DARMA 

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2017 NOMOR 4t 
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Pasal S 

{l) Oalam proses pembangunan dan 
pcngembangan SPIP dibentuk Satuan Togas 
SPIP Pcmerintah Daerah. 

(2) Ketenruan lebih lanjut mengenai susunan 
kcanggotaan dan tugas pokok Satuan Togas 
SPIP Pemerintah Daerah diatur dalam Pctunjuk 
Pelaksanaan Penyelenggaraan SPJP. 

BAB IV 
PENGUATAN EFEKTIFITAS 
PENYELENGGARAAN SPIP 

Pasal 6 

(1) Kepa1a Pcrangkat Daerah bcrtanggung 
atas efcktivitas penyelenggaraan 
dilingkungan masing-masing. 

(2) Untuk memperkuat dan mcnunjang efektivitas 
SPIP scbagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dilakukan pengawasan intern atas 
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD 
tennasuk akuntabilitas keuangan daerah. 

Pasal 7 

(I) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh 
lnspcktorat Daerah. 

{2) lnspektorat Daerah melakukan pengawasan 
intern mcla!ui : 
a. audit; 
b. reviu; 
c. evaluasi; 
d. pemantauan; dan 
e. kegiatan pengawasan lainnya 

Paaal 8 
lnspektorat Daerah melakukan pengawasan 
terhadap seluruh kegiatan dalam rangka 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat 
Daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah. 

jawab 
$PIP 
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daerah yang menjadi kewenangannya masing- 
masing, yang meliputi unsur ; 
a. Lingkungan Pengendalian; 
b. Penilaian Risiko; 
c. Kegiatan Pengcndalian; 
d. lnformasi dan Komunikasi; dan 
e. Pemantauan Pengendalian Intern. 

(2) Pcnerapan SPIP yang meliputi unsur-unsur 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan ketentuan Peraturan Pcrundang- 
undangan. 

(3) Penerapan unsur $PIP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) clan ayat (2) dilaksanakan scbagai 
satu kesatuan dan menjadi bagian integral dari 
kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan 
di masing-masing Perangkat Daerah. 

Pasal 4 

(11 Penyelenggaraan SPIP di lingkungan 
Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh 
Sekretaris Daerah. 

(2) Penyclenggaraan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Petunjuk 
Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP yang 
disusun sesuai dengan pedoman teknis 
penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan oleh 
Kepala BPKP sebagai pembina penyelenggaraan 
SPIP. 

(3) Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP 
memuat kebijakan, strategi, metodologi 
penerapan, dan pengintegrasian seluruh 
aktivitas manajemen pemerintahan daerah, 
untuk memastikan bahwa seluruh unsur SPIP 
telah terbangun dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan di masing·masing Perangkat 
Daerah untuk menjamin pencapaian tujuan 
yang ditetapkan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk 
Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP 
sebagaimana tercantum dalam L.ampiran 
Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peratur&n Bupati ini. 
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faktor yang mempengaruhi kebcrhasilan atau 
kegagalan dalam mencapai tujuan. 

16. Pcmantauan adalah prOscs penilaian 
kcmajuan suatu program atau kegiatan dalam 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

17. Kegiatan pengawasan Jainnya adalah kegiatan 
pengawasan yang antara Jain berupa sosialisasi 
mengenai pengawasan, pendidikan dan 
pe!atihan pengawasan, pembimbingan dan 
konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan 
pemaparan basil pengawasan. 

BAB II 

RUANO LJNGKUP SPIP 

Pasa1 2 

{!) Untuk mencapai penyelenggaraan urusan 
pemerintahan daerah yang efektif, efisicn, 
transparan, dan akuntabcl, Kepala Daerah 
melakukan pengendalian atas penyelengga.raan 
kegiatan Pemerintahan Daerah. 

(2) Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan 
pcmerintahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (l), dilaksanakan dcngan bcrpedoman pada 
SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan 
peraturan pelaksanaannya. 

(3) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
bertujuan untuk memberikan keyakinan yang 
memadai bagi tercapainya efektivitas dan 
efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah, keandalan pelaporan 
keuangan, pengamanan aset daerah, dan 
ketaatan terhadap peraturan perundang- 
undangan. 

BAB III 

PENYELENGGARAAN SPIP 

Paaal 3 

(I) Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan 
Pemerintah Daerah wajib menerapkan SPIP 
sebagaimana dimaksud clalam Pasal 2 ayat (2), 
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 
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10. Sistem Pengendalian Intern yang selanjutnya 
disingkat SP! adalah proses ,integral pada 
tindakan dan kcgiatan yang diiakukan sccara 
terus menerus oleh pimpinan dan scluruh 
pegawai untuk mcmberikan keyakinan 
memadai atas tercapainya tujuan 
organisasi melalui kegretan yang efektif dan 
efisicn, keandalan pelaporan keuangan, 
pengamanan aset negara, dan ketaatan 
terhadap peraturan perundang-undangan. 

11. Sistem Pengendalian Intern Pcmerintah yang 
selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem 
Pengendalian Intern yang diselenggarakan 
secara menyeluruh terhadap proses 
perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta 
perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan 
anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah. 

12. Pengawasan Intern adalah seluruh kegiatan 
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan 
kegiatan pengawasan lain terhadap 
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi 
dalam rangka mcmberikan kcyakinan yang 
mcmadai bahwa kcgiatan tclah dilaksanakan 
scsuai dcngan tolak ukur yang tclah ditctapkan 
sccara efcktif dan cfisicn untuk kcpcntingan 
pimpinan dalam mcwujudkan tata kclola 
pcmcrintahan yang baik. 

13. Audit adalah proses idcntifikasi masalah, 
analisis, dan cvaluasi bukti yang di!akukan 
sccara obyektif dan profesional bcrdasarkan 
standar audit, untuk mcnilai kcbenaran, 
kcccrmatan, kredibilitas, cfcktivitas, efisiensi, 
dan kcandalan informasi pclaksanaan tugas 
dan fungsi Jnstansi Pcmcrintah. 

14. Rcviu adalah pcnelaahan ulang bukti-bukti 
suatu kegsetan untuk memastikan bahwa 
kegiatan terse but telah dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan standar, rencana, atau 
norma yang tclah ditctapkan. 

15. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan 
mcmbandingkan hasil dan prcstasi suatu 
kcgiatan dcngan standar, rencana, atau norma 
yang telah ditetapkan, clan menentukan faktor- 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI 
PENYELENGGARAAN SISTEM 
INTERN PEMERINTAH DI 
PEMERINTAH KABUPATEN BONE 

TENT ANG 
PENG EN DALIAN 

LJNGKUNGAN 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Bone. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah 

Kabupatcn Bone. 
3. Kepala Oaerah adalah Bupati Bone. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

selanjutnya disingkat OPRD adalah 
Kabupaten Bone. 

5. Sekretaris Oaerah adalah Sekretaris Daerah 
Kabupatcn Bone. . 

6. lnspektorat Daerah adalah Apara.t Pengawasan 
Intern Pemerintah Daerah yang 
bertanggungjawab kepada Kepala Daerah 
mela\ui Sckretaris Daerah. 

7. Sadan Pengawasan Keuangan dan 
Pembe.ngunan, yang selanjutnya disingkat BPKP 
adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 
yang bertanggungjawab langsung kepada 
Presiden. 

8. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat 
Daerah Lingkup Pemerintah Daerah sebagai 
unsur pembantu Kepala daerah dan DPRD 
dalam pcnyetenggaraan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah. 

9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh 
Kementerian Negara dan Penyelenggara 
Pemerintahan Oaerah untuk melindungi, 
mclayani, memberdayakan, dan 
menyejahterakan masyarakat. 

yang 
DPRD 
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4. Undang·Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemcrintahan Oaerah (Lerhbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana tclah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
Ten tang Pengelolaan Keuangan Oaerah 
(Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

6. Pcraturan Pemerintah Rcpublik Indonesia Nomor 
60 Tahun 2008 Tentang Sistcm Pengendalian 
Intern Pemerintah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4890); 

7. Peraturan Pcmerintah Republik Indonesia Nomor 
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lcmbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndoensia Nomor 5887); 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndoensia Nomor 6041); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 
Tahun 2007 tcntang Pedoman Tcknis Organisasi 
dan Tata Kcrja lnspcktorat Provinsi dan 
Jnspektorat Kabupatcn/Kota; 

10. Pcraturan Daerah Kabupatcn Bone Nomor 8 
Tahun 2016 tcntang Pembcntukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 
Lcmbaran Dacrah KabuJ)atcn Bone Nomor 6); 



BtJPATI BONE 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN BUPATI BONE 
NOMOR 41., TAJIUN 2017' 

TENT ANG 

PENYELENGGARAAN 
SISTEM PENGEMDALIAN INTERN PEMERINTAH 

DI LINGKUNOAN PEMERINTAH KABtJPATEN BONE 

DENGAN RAHMAT TUHA1' YANG MAHA ESA 

BtJPATI BONE, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian lntem 
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bone; 

I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di 
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 


